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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan 

masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945). Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam 

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari 

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Negara melalui pemerintah berupaya melakukan 

pembangunan-pembangunan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial untuk mencapai tujuan negara tersebut. Pemerintah sejak 

kemerdekaan Republik Indonesia menggalakkan pembangunan-pembangunan 

tersebut yang diistilahkan dengan pembangunan nasional (Ginting, 2017). 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, maka untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 

memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Pembangunan 

nasional memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung 

dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri 
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ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. 

Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan kontribusi 

sumbangan rakyat Indonesia dalam menggerakkan roda pemerintahan guna untuk 

mencapai produktifitas kerja yang baik (Djohan, 2010). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang 

berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta 

penerimaan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara, 

besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 

atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu 

komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat 

dikatakan karena APBN merupakan mesin penggerak penyelenggaraan 

pemerintahan negara (www.onlinepajak.com). Sumber pendapatan negara akan 

kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan 

fasilitas umum, dan sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan 

bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. 

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke 

tahun terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh 

sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam 

membiayai pembangunan nasional. Kontribusi penerimaan dari sektor perpajakan 
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merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, 

terbukti terlihat dari data Realisasi APBN dari tahun 2015 sampai dengan 2018. 

Realisasi dan target penerimaan APBN yang berasal dari tiga sumber (penerimaan 

pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah) pada tahun 2015 sampai dengan 2018 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari 

Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2015 1.489,3 1.240,4 83,3% 

2016 1.539,2 1.285,0 83,5% 

2017 1.472,7 1.343,5 91,2% 

2018 1.618,1 1.301,5 80,4% 

Sumber : Kemenkeu.go.id  

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari 

Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2015 269,1 253,7 94,3% 

2016 245,1 261,9 106,9% 

2017 260,2 311,2 119,6% 

2018 275,4 350,8 127,4% 

Sumber : Kemenkeu.go.id 

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari  

Hibah  Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2015 3,3 10,4 314,9% 

2016 2,0 8,2 417% 

2017 3,1 11,6 374,2% 

2018 1,2 10,6 885,7% 

Sumber : Kemenkeu.go.id 

Kontribusi pajak dalam Realisasi APBN dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2018 terus meningkat. Tahun 2015 kontribusi pajak mencapai 83,3%, tahun 

2016 kontribusi pajak mengalami kenaikan 0,2% dari tahun sebelumnya menjadi 

83,5%. Kenaikan kontribusi pajak makin bertambah 7,7% di tahun 2017 sehingga 
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persentase kontribusi pajak menjadi 91,2%. Penuruan realisasi pajak terhadap 

APBN pada tahun 2018 terjadi menjadi 80,4% apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya dengan selisih 10,8%. Penerimaan APBN bukan hanya dilihat dari 

penerimaan pajak saja, penerimaan bukan pajak juga ikut andil dalam memberikan 

kontribusi penerimaan negara seperti sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan 

penerimaan bukan pajak lainnya. Persentase realisasi penerimaan yang bersumber 

dari bukan pajak juga mengalami kenaikan bahkan melebihi 100%, pada tahun 

2015 dengan persentase penerimaan bukan pajak sebesar 94,3%, selanjutnya 

persentase peningkatan terus naik pada tahun 2016 sebesar 106,9%, dan di tahun 

2017 persentase realisasi penerimaan bukan pajak mencapai 119,6%. Kenaikan 

realisasi penerimaan bukan pajak terjadi pada tahun 2018 apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 127,4%.Selain itu, ada juga 

hibah yang ikut berperan dalam penerimaan APBN negara. Persentase realisasi 

penerimaan hibah dari tahun ke tahun memang tidak selalu meningkat melainkan 

mengalami penurunan. Tahun 2015 persentase realisasi penerimaan hibah sebesar 

314,9%, di tahun berikutnya realisasi penerimaan hibah meningkat mencapai 

417%, akan tetapi penurunan realisasi penerimaan hibah terjadi pada tahun 2017 

yang menyebabkan persentase hibah menjadi 374,2%. Penerimaan hibah pada 

tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 885,7%. Berdasarkan data tersebut, 

walaupun angka persentase realisasi penerimaan bukan pajak dan hibah mencapai 

lebih dari 100%, realisasi penerimaan pajak tetap menjadi peran penting dalam 

penerimaan APBN karena dilihat dari nilai target dan realisasi penerimaan pajak 

memiliki nilai (value) lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak dan hibah. 
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Pajak sangat penting untuk keberhasilan suatu negara, dengan begitu 

keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh 

kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.  Langkah 

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan 

melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada 

awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment 

system menjadi self assessment system. Sistem perpajakan official assessment 

system merupakan tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada 

pemerintah (fiskus), sedangkan dalam self assessment system yaitu sistem 

pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Sebagai salah satu mekanisme untuk mendukung dan melakukan 

pengawasan terhadap self assessment system yaitu dilakukan penegakan hukum 

perpajakan. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan 

pengawasan terhadap wajib pajak sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini diatur 

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa, Direktur Jenderal Pajak berwenang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Shabirin, 2011).  
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Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terkadang proses 

pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif seperti yang diharapkan, hal ini terjadi 

karena adanya manipulasi pemeriksaan pajak serta peran aparat pajak yang tidak 

profesional, kurang kemampuan dan integritas. Selain itu dalam temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat bukti yang mengindikasikan pelanggaran 

prosedur dalam pemeriksaan pajak, pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan 

penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito, 2011) yang dikutip oleh (Ariyanti, 

2016). Kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak berdasarkan survei pendahuluan 

menurut salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Karees disebabkan karena kurang rutinnya kegiatan pelatihan dan 

hanya diadakan berdasarkan golongan saja tidak menyeluruh, dan masih banyaknya 

wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara 

melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap 

pemeriksa pajak membuat resiko penyelewengan pajak semakin besar (Akbar, 

2016) yang dikutip oleh (Ariyanti, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka standar 

pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 

mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, 

serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar 

khusus terkait perpajakan. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan 

Bangka Belitung (Kakanwil DJP Sumsel Babel), M. Ismiransyah M. Zain 

menyatakan penerimaan pajak tahun 2016 di Sumsel dan Babel,  KPP Pratama 

Prabumulih tercatat memperoleh capain tertinggi penerimaan pajak tahun 2016 
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yaitu sebesar 90,30%. Pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama Lubuk 

Linggau mengalami pertumbuhan positif tertinggi yakni sebesar 21,91% dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan tiga KPP yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu KPP 

Pratama Pangkal Pinang (-0,37%), KPP Madya Palembang (-11,97%) dan KPP 

Pratama Kayu Agung (-12,81%) (www.rakyatpos.com). 

 

Tabel 1.4. Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengalami 

Pertumbuhan Pajak Positif Tahun 2016 

Nama KPP Persentase Pertumbuhan 

     KPP Pratama Prabumulih 90,30% 

     KPP Pratama Lubuk Linggau 21,91 % 

Sumber : www.rakyatpos.com 

Tabel 1.5. Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengalami 

Pertumbuhan Pajak Negatif Tahun 2016 

Nama KPP Persentase Pertumbuhan 

     KPP Pratama Pangkal Pinang -0,37% 

     KPP Madya Palembang -11,97% 

     KPP Pratama Kayu Agung -12,81% 

Sumber : www.rakyatpos.com 

Adanya peraturan kewajiban pendaftaran wajib pajak baru di KPP 

Pratama, yaitu PER DIRJEN Nomor 9/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang 

Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu, yang ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-15/PJ./2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang 

Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau empat Pelaporan Usaha 

Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, yang pada dasarnya 

melarang KPP Madya Palembang menjadi Entry Point bagi wajib pajak baru, 

mengakibatkan KPP Madya Palembang tidak dapat lagi melakukan kegiatan 

ekstensifikasi atau menerima pendaftaran wajib pajak baru. Berlakunya kebijakan 

http://www.rakyatpos.com/
http://www.rakyatpos.com/
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tersebut sangat mempengaruhi eksistensi dari wajib pajak KPP Madya Palembang, 

karena dengan karakteristik wajib pajak yang bekerja berdasarkan kontrak kerja 

untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya tidak dalam jangka waktu yang lama, 

mengakibatkan setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin lama 

semakin berkurang, hal ini mengakibatkan setiap tahunnya kehilangan kesempatan 

untuk mendapatkan tambahan potensi penerimaan pajak (Yogias, 2017). 

Krisbianto (2007), dalam penelitiannya efektivitas pelaksanaan 

pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak 

(Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor pajak dan faktor-faktor yang mendukung dan penghambat yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pemeriksaan dan upaya-upaya apa yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan tersebut. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian 

yang dihitung berdasarkan pada realisasi surat perintah pemeriksaan pajak yang 

selesai dan juga berdasarkan realisasi jumlah surat ketetapan pajak dimana pada 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 termasuk dalam kriteria sangat efektif. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wulandari dan Sabijono 

(2014), dalam penelitiannya efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam 

rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama 

Manado. Hasil perhitungan efektivitas yang dilakukan berdasarkan realisasi surat 

perintah pemeriksaan dan realisasi surat ketetapan pajak pada tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2013 termasuk dalam kriteria tidak efektif. Berdasarkan hasil uraian 

dan penelitian terdahulu yang masih terdapat research gap maka membuat peneliti 
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tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Efektivitas 

atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan 

Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektivitas atas ketetapan  hasil  pemeriksaan pajak dan 

kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang?. 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas 

pemeriksaan pajak serta bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Palembang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Efektivitas atas ketetapan  hasil  pemeriksaan pajak dan kontribusinya 

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Palembang. 

2. Faktor pendukung efektivitas pemeriksaan dan faktor yang menghambat 

efektivitas pemeriksaan dan upaya Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Palembang mengatasi hambatan tersebut. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

b. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini, serta 

diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber 

referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik 

permasalahan yang sama. 

c. Penulis, sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah 

referensi mengenai efektivitas atas ketetapan hasil pemeriksaan pajak 

dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak sehingga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 

umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang pada 

khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. 

b. Wajib pajak, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan 

informasi untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran serta ketelitian 

dalam membayar pajak. 
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         KPP MADYA PALEMBANG  

          308 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penyelesaian SP2 KPP Madya Palembang tahun 

2015-2018 (dalam bentuk jumlah surat) 

Tahun Target Realisasi 

2015 356 366 

2016 430 515 

2017 395 379 

2018 441 410 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) KPP Madya 

Palembang Tahun 2015-2018 (dalam bentuk rupiah) 

Tahun Target Realisasi 

2015 432.000.000.000 199.399.881.963 

2016 442.773.000.000 64.211.026.391 

2017 157.801.342.675 90.222.086.067 

2018 288.099.306.000 159.726.441.340 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 

2015-2018 (dalam bentuk rupiah) 

Tahun Target Realisasi 

2015 4.494.495.244.104 3.317.529.531.811 

2016 4.500.062.873.843 2.910.038.494.322 

2017 4.050.031.795.000 2.912.112.533.406 

2018 3.890.719.128.000 3.124.752.884.988 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 
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Realisasi APBN 
sampai dengan 
akhir November 
2018 C apaian positif tercermin 

dalam realisasi APBN hingga 
periode 30 November 2018, 
baik dari sisi pendapatan  

negara maupun belanja negara. 
Kondisi tersebut juga didukung oleh 
strategi pengendalian defisit anggaran 
yang hingga saat ini masih dapat 
dijaga di bawah target APBN.  Rasio 
defisit anggaran 1,89 persen terhadap 
PDB, dan defisit keseimbangan primer 
Rp28,88 triliun, merupakan angka 
terendah dalam 5 tahun terakhir pada 
periode yang sama. 

Realisasi pendapatan negara mencapai 
Rp1.662,94 triliun, tumbuh sebesar 
18,80 persen (yoy) atau  87,77 
persen dari target dalam APBN 
tahun 2018, lebih baik dibandingkan 
realisasi pendapatan negara tahun 
2017 yang mencapai Rp1.399,81 
triliun atau  80,63 persen dari 
targetnya. Penjelasan rincian realisasi 
pendapatan negara sebagai berikut:

a. Laju realisasi penerimaan 
perpajakan tumbuh sebesar 
15,27  persen (yoy) atau mencapai 
Rp1.301,47  triliun (80,43 persen 
dari target APBN tahun 2018), 
terutama bersumber dari:

• Penerimaan Pajak tumbuh 
sebesar  15,35 persen (yoy) 
dengan capaian sebesar 
Rp1.136,66 triliun atau   79,82 
persen dari target APBN 
tahun 2018.

• Penerimaan bea dan cukai 
tumbuh sebesar  14,70 
persen (yoy) dengan capaian 
sebesar Rp164,82 triliun 
atau  84,91 persen dari target 
APBN tahun 2018.

b. Realisasi PNBP juga menunjukkan 
pertumbuhan signifikan dan 
sangat positif yaitu sebesar  
31,54 persen (yoy) yang mampu 
membukukan nilai realisasi 
sebesar Rp350,86 triliun atau  
127,39 persen dari target APBN 
tahun 2018. 

c. Sementara itu, penerimaan hibah 
juga mengalami peningkatan 
sebesar 166,87 persen (yoy) 
dengan nilai nominal Rp10,60 
triliun atau 885,75 persen 
dari target APBN tahun 2018, 
meningkat dari capaian tahun 
sebelumnya sebesar Rp3,97  
triliun atau  127,81 persen dari 
target APBN/P tahun 2017.

Selanjutnya, untuk kinerja penyerapan 
belanja negara meningkat  11,06  
persen (yoy) yang  mencapai 
Rp1.942,93  triliun atau  87,49  persen 
dari pagu APBN tahun 2018 dengan 
rincian sebagai berikut:

a. Belanja pemerintah pusat 
tumbuh  16,78  persen (yoy), 
dengan capaian Rp1.225,86  
triliun atau  84,28  persen dari 
pagu. Kontribusi belanja negara 
ini didukung oleh :

• belanja K/L yang meningkat 
sebesar  11,96 persen (yoy) 
dengan nominal Rp666,43  
triliun atau  78,64 persen  dari 
pagu ;

• belanja Non K/L naik  23,10  
persen (yoy) yang mencapai 
Rp559,42 triliun atau  92,15  
persen dari  pagu.

b. Sedangkan TKDD tumbuh sebesar  
2,48  persen (yoy) dengan capaian 
Rp717,07 triliun atau  93,59 
persen dari pagu APBN tahun 
2018, diantaranya adalah :

• Transfer ke Daerah 
meningkat sebesar 2,77 
persen (yoy) dengan nominal 

Rp662,64 triliun atau  93,84 
persen dari pagu.

• Dana Desa sedikit mengalami 
penurunan sebesar 0,99 
persen (yoy) dengan capaian 
Rp54,43  triliun atau  90,71 
persen dari pagu.

Berdasarkan realisasi pendapatan 
negara dan belanja negara di atas, 
maka realisasi defisit anggaran 
sebesar Rp279,99 triliun dengan defisit 
keseimbangan primer sebesar Rp28,88 
triliun, menurun dibandingkan defisit 
anggaran periode yang sama tahun 
2017 yakni Rp349,64 triliun dengan 
defisit keseimbangan primer sebesar 
Rp139,10 triliun. Dengan realisasi 
pembiayaan sebesar Rp346,16 triliun 
termasuk untuk pembiayaan investasi 
sebesar Rp15,61 triliun, terdapat 
kelebihan pembiayaan anggaran 
sebesar Rp66,17  triliun. Melihat 
gambaran  capaian fiskal periode 
sampai dengan 30 November 2018 
tersebut, maka komitmen Pemerintah 
dalam rangka mewujudkan APBN 
yang lebih sehat, realistis, dan kredibel 
semakin nyata.



WAWANCARA 

 

Ditujukan kepada  :  Pegawai Fungsional Pemeriksaan Pajak KPP Madya Palembang 

Bersama : 1. Bapak. Taufan Kurniawan 

    2. Bapak. Afli Yuma Delon 

Tanggal, Waktu     : 15 April 2019, Pukul 11.03 s/d selesai  

 

Pertanyaan: 

1. Menurut bapak, apakah sebab Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan? 

Jawab :  

Penyebab pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

biasanya karena beberapa hal seperti terdapat permintaan klarifikasi data oleh 

Direktorat Jenderal Pajak yang tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak, terdapat 

analisis data oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, dan atau adanya permohonan oleh Wajib Pajak serta 

Laporan Surat Pembertitahuan Wajib Pajak lebih bayar restitusi maupun 

kompensasi. 

 

2. Berapa lama jangka waktu klarifikasi data oleh Direktorat Jenderal harus 

ditindaklanjuti? 

Jawab: 

Untuk lama jangka waktu klarifikasi berdasarkan SE-39/PJ./2015, sebaiknya 

Wajib Pajak harus menanggapi permintaan klarifikasi oleh Direktorat Jenderal 

Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan tersebut dikirim. 



Apabila Wajib Pajak selama jangka waktu tersebut tidak melakukan tanggapan, 

maka Wajib Pajak akan diajukan pemeriksaan. 

 

3. Lalu bagaimanakah jika Wajib Pajak telah menanggapi dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan, tetapi penjelesan Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang 

dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak? 

Jawab: 

Jika Wajib Pajak yang telah menanggapi surat permintaan klarifikasi sesuai 

jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi tanggapan dari Wajib Pajak tidak 

sesuai dengan data yang ada, maka ada dua kemungkinan yaitu: 

1. Jika dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak memberikan 

bukti-bukti, catatan, dan/ atau dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa 

data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya maka proses permintaan klarifikasi dihentikan dan tidak 

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. 

2. Sebaliknya, jika dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak 

tidak dapat memberikan bukti-bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung 

yang menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak 

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka proses permintaan 

klarifikasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. 

 

4. Menurut bapak, benarkah jika tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dapat 

diperoleh dengan cara membandingkan data jumlah target dan realisasi Surat 



Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data jumlah target dan realisasi Surat Ketetapan 

Pajak (SKP)? 

Jawab: 

Ya benar, karena sebenarnya jika berbicara tentang efektivitas maka perlu tahu 

berapa besar hasil perbandingan antara realisasi dengan jumlah yang diharapkan 

(target). Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak harus 

memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan juga  Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) yang merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil 

pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta 

sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Efektivitas pajak juga dapat 

dilihat dari data jumlah penerimaan hasil pemeriksaan pajak dari hasil 

pemeriksaan dan realisasi jumlah SKP yang dibayar. 

 

5. Apakah jumlah SP2 dan SKP yang telah berhasil diselesaikan oleh KPP Madya 

Palembang sebanding dengan jumlah SP2 yang diterbitkan? 

Jawab: 

Jika SP2 yang terbit dan realisasi SP2 yang telah diselesaikan tidak terlalu banyak 

selisihnya maka itu bisa dikerjakan sehingga bisa mencapai tingkat efektivitas. 

Akan tetapi jika ditinjau dari target jumlah penerimaan dari pemeriksaan pajak 

dan realisasi nya  maka itu sulit karena jumlah nominal target jumlah penerimaan 

dari pemeriksaan pajak  terlalu besar dibandingkan realisasi yang dicapai oleh 

KPP Madya Palembang. Namun, tidak mustahil, yang jelas kami sebagai pegawai 

fungsional pemeriksaan pajak tiap periode nya selalu berusaha agar penerimaan 

hasil pemeriksaan berdasarkan SKP bisa terus meningkat seperti yang diharapkan. 



 

6. Apakah pemeriksaan pajak di KPP Madya Palembang mengalami kendala? 

Apakah kendala yang dialami KPP Madya Palembang dalam melakukan 

pemeriksaan pajak? 

Jawab: 

Ya terkadang mengalami kendala. Kendala yang bisa terjadi ketika melakukan 

pemeriksaan pajak seperti Wajib Pajak yang tidak koperatif dengan tidak 

meminjamkan atau meminjamkan sebagian dokumen atau data yang diminta, 

adanya pembatasan akses data pemeriksaan, misalnya data kantor cabang  (atas 

wajib pajak yang sedang diperiksa) yang terdaftar di kantor lain. Bukan hanya itu 

saja terkadang faktor penghambat juga bisa terjadi karena psikologi Wajib Pajak 

yang berbeda-beda dan masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap 

pentingnya pajak. Akan tetapi selain ada faktor penghambat ada juga faktor 

pendukung seperti Wajib Pajak yang kooperatif, adanya rasa tanggung jawab 

untuk menyelesaikan tugas, terjalin komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak, 

telah tersedianya fasilitas kantor yang memadai agar pemeriksaan dilaksanakan 

dengan lancar, pemanfaatan teknologi atau aplikasi Direktorat Jenderal Pajak 

yaitu SIDJP dan juga e-Audit dan juga dilakukan peningkatan kemampuan 

pemeriksa pajak baik kegiatan formal dan non formal seperti In House Trainning 

(IHT), workshop, diklat maupun e-learning.  

 

7. Mengapa target penerimaan pajak berdasarkan jumlah SKP pada tahun 2017 

menurun dibandingkan tahun 2015 dan 2016? 

Jawab: 



Jika berbicara target penerimaan pajak, target penerimaan pajak merupakan target 

yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

untuk Direktorat Jenderal Pajak dan  kemudian sebagai otoritas perpajakan yang 

mengemban amanat Undang-Undang untuk mengadministrasikan penerimaan 

pajak Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki unit kerja yang 

tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kemudahan akses kepada Wajib Pajak. Sehingga target 

yang telah direncanakan tersebut dibreakdown kepada unit-unit yang sudah 

terbentuk seperti KPP,KP2KP. Pemeriksaan itu kan sampai kita terbitkan 

ketetapan, nanti hasilnya ada 2 (dua) nanti dia setuju atau dia keberatan. Jika dia 

setuju berarti dia bayar, nah nanti ada dua lagi yaitu jika dia bayar dibawah 30 

(tiga puluh)  hari setelah SKP nya terbit maka itu termasuk prestasi pemeriksaan 

pajak, sebaliknya jika dia setuju tapi belum bayar maka itu nanti ditagih oleh seksi 

penagihan. Akan tetapi, jika dia keberatan maka SKP tersebut belum bisa dibayar 

karena diaturan terbaru SKP itu dibayar wajib pajak sejauh yang mana di setujui, 

nah pola nya jika ditarik kan dengan penerimaan pajaknya yaitu berapa SKP terbit 

dan berapa cairnya. 

 

8. Menurut bapak, bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan agar realisasi 

penerimaan pajak dapat dapat terus meningkat setiap tahunnya? 

Jawab : 

Upaya yang bisa dilakukan ya seperti memberikan kenyamanan dan kemudahan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Madya Palembang terhadap Wajib Pajak 

dalam menghitung dan melaporkan pajak, seperti e-spt, e-filing, dan e-billing. 



Ada juga tempat pelayanan terpadu yang sudah didesain agar Wajib Pajak 

nyaman, selain itu untuk meningkatkan keterampilan, kinerja, dan pengawasan 

terhadap pegawai juga sangat penting pada lingkungan kerja KPP Madya 

Palembang seperti melaksanakan pengawasan internal terhadap pegawai dan 

melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dilakukan oleh tim internal 

khusus yang ditentukan KPP Madya Palembang. Memberikan apresiasi dalam 

bentuk penghargaan terhadap tingkat kedisplinan juga dilakukan oleh pegawai 

dalam dilingkungan KPP Madya Palembang sehingga dapat meningkatkan 

kinerja dan motivasi dikalangan pegawai di dalam KPP Madya Palembang, dan 

tidak hanya itu saja upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga dilakukan 

dengan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap peraturan baru 

perpajakan secara rutin kepada Wajib Pajak agar paham akan pentingnya untuk 

membayar pajaknya, dan diperlukan akses informasi atas aset Wajib Pajak yang 

dimiliki oleh Instansi Pemerintah lainnya, contohnya Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor dan Kepemilikan Aset Tanah, dan keterbukaan informasi keuangan 

perbankan yang nanti akan dibandingkan dengan Aset yang telah dilaporkan oleh 

Wajib Pajak di Surat Pemberitahuan Pajak. 

 

9. Bagaimanakah tanggapan bapak mendengar berita di www.rakyat.pos yang 

mengatakan jika  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera 

Selatan dan Bangka Belitung (Kakanwil DJP Sumsel Babel), M. Ismiransyah M. 

Zain menyatakan penerimaan pajak tahun 2016 di Sumsel dan Babel, KPP Madya 

mengalami pertumbuhan pajak sebesar (-11,97%) ? 

Jawab: 

http://www.rakyat.pos/


Pertumbuhan pajak negatif, oh itu setoran nya. Jadi dikantor pusat ditetapkan 

target penerimaan pajak nah dalam setahun itu berapa sih yang harus dikumpulkan 

dari wajib pajak yang terdaftar. Untuk di KPP banyak faktor kenapa tidak 

tercapainya target tersebut, bisa jadi karena faktor pertumbuhan ekonomi Sumsel 

tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Misalnya Kementerian Keuangan 

dengan target pertumbuhan ekonomi 5% ternyata secara realita pertumbuhan 

ekonomi di Sumsel tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 

makanya bisa terjadi gap selisih. Selain itu, ada juga perusahaan itu yang sudah 

mulai tutup usahanya seperti perusahaan-perusahaan karet karena bisa jadi faktor 

persaingan bisnis, harga tidak cocok di Bursa Efek Dunia, kalau dilihat dari 

kinerja kantor selama tahun berjalan ini sudah bagus, hanya satu yaitu realisasi 

dari target penerimaan pajak yang belum tercapai. Terakhir itu tahun 2013-2014, 

nah setelah tahun itu kami kesulitan.  

 

10. Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya peraturan yang menerangkan bahwa 

untuk wajib pajak yang terdftar di KPP Madya sudah dibatasi oleh Pusat? 

Jawab: 

Untuk wajib pajak yang terdaftar di Madya sudah fix, jadi Wajib Pajak itu 

ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan DJP, dan dari DJP akan disetiap 

tahun dilakukan evaluasi kira-kira berapa sih idealnya. Jadi bukan Wajib Pajak 

baru masuk ke KPP Madya Palembang melalui proses dan di rangkingkan terlebih 

dahulu wajib tersebut dan dibuat prioritas nanti dimasukkan menjadi Wajib Pajak 

Madya. Nah sekarang strateginya pada tahun sekarang sudah tergantinya jumlah 

Wajib Pajak, jadi wajib pajak yang di Pratama yang omset nya bagus dinaikkan 
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Foto Bersama Pembimbing 1 : Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A.,Ak 

   

(dar sebelah kiri foto : M. Agus Kurniawan, Inna Nuuru Risady, Ibu Luk Luk 

Fuadah, Ibu Rika Henda Safitri, Novia Indri Pratiwi, dan Rahmatullah) 
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Foto Bersama Pembimbing 2 : Ibu Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc.,Ak 

 

(yan g berpose duduk dari sebe : Metha Melinda, Intan Wulandina S) 

 

(yang berdiri dari sebelah kiri : 

Vinny Melinda, Hanni Rachmilia, Ibu Meita Rahmawati, Mardalenah, Inna 

Nuuru Risady, dan Novia Indri Pratiwi) 
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Foto Bersama Penguji Komprehensif: Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak 

 

(dari sebelah kiri foto : Suci Ashabal Jannah, M. Agus Kurniawan, Bapak 

Arista Hakiki, dan Novia Indri Pratiwi) 
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Foto Bersama Narasumber Pada Saat Wawancara :  

Bapak Afli Yuma Delon dan Bapak Taufan Kurniawan  

 

(dari sebelah kiri foto : Bapak Afli Yuma Delon, Inna Nuuru Risady, Novia Indri 

Pratiwi dan Bapak Taufan Kurniawan) 











 


